ABSTRAK

International Convention On The Protection Of the Rights Of All Migrant
Workers and Members Of Their Families atau Konvensi Internasional tentang
perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya
merupakan sebuah konvensi yang telah disahkan melalui Resolusi PBB 25/158
pada tanggal 18 Desember 1990. Konvensi ini pada intinya membahas mengenai
perlindungan yang diberikan kepada para buruh migran beserta keluarganya serta
pemenuhan atas hak—hak yang mereka miliki. Indonesia termasuk salah satu
negara yang menandatangani konvensi ini pada tahun 2004 oleh menteri luar
negeri Hasan wirajuda, namun baru meratifikasinya pada tahun 2012. Rentang
waktu ini dianggap cukup lama melihat Indonesia sebagai salah satu negara
pengirim buruh migran terbanyak, sehingga ratifikasi dikatakan sebagai salah satu
bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap buruh
migran. Sedangkan pada penelitian ini, fokus yang ingin ditunjukan oleh peneliti
adalah apa yang sebenarnya Mengapa Indonesia membutuhkan waktu yang cukup
lama yakni 8 tahun untuk meratifikasi Konvensi Migran pada tahun 2012. Dalam
penelitian ini ditemukan hipotesis yang dapat dibuktikan dalam penelitian ini
yakni panjangnya rentang waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk meratifikasi
Konvensi Migran dikarenakan adanya hambatan dengan belum ditemukannya
kesepakatan antara kementrian terkait di tingkat eksekutif dalam membuat draf
ratifikasi konvensi tersebut,supaya di masukan ke DPR agar segera di proses.
Namun, maraknya pengaruh baik dalam maupun luar negeri terkait banyaknya
kasus penyiksaan yang dialami oleh buruh migran pada tahun 2009-2012 yang
pada akhirnya menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan
dengan meratifikasi konvensi. Beberapa kesimpulan temuan diluar hipotesis,
untuk selanjutnya dimungkinkan dapat menjadi tambahan informasi dan inspirasi
bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya.
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